
 
BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR  67  TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4287); 
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  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5161); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5165); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5257); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6041); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6279); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6322); 

  22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 
tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
148/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman 
Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk 
Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 982); 
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  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah  tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Dana Operasinal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2021 Nomor 8); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2022 Nomor 2); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 
7); 

  32. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2021 Nomor 134) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 
Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2022 Nomor 52); 

  33. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2022 Nomor 79) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 91); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANG-
GUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 
 

Pasal  1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas : 

1. Pendapatan  
a) Pendapatan Asli Daerah Rp.    321.603.082.547,58 
b) Pendapatan Transfer            Rp. 1.953.208.476.259,00 
c) Lain-Lain Pendapatan Daerah  
 yang Sah Rp.        3.000.000.000,00 
Jumlah Pendapatan Rp. 2.277.811.558.806,58 

2. Belanja  
a) Belanja Operasi 

1)  Belanja Pegawai Rp.    964.740.284.897,79 
2)  Belanja Barang dan Jasa Rp.    514.950.717.633,06 
3)  Belanja Bunga Rp.        2.715.616.627,00 
4)  Belanja Hibah Rp.      68.199.755.235,00 
5)  Belanja Bantuan Sosial Rp.      14.375.150.000,00 

 Rp. 1.564.981.524.392,85 
b) Belanja Modal 

1) Belanja Tanah Rp.                            0,00 
2) Belanja Peralatan             

dan Mesin Rp.   110. 262.352.305,00 
3) Belanja Bangunan  

dan Gedung  Rp.      60.246.393.744,26 
4) Belanja Jalan, Irigasi  

dan Jaringan Rp.    236.803.893.152,43 
5) Belanja Aset Tetap  

Lainnya        Rp.        2.471.326.267,00 
6) Belanja Aset Lainnya Rp.                            0,00 

 Rp.    409.783.965.468,69 
c) Belanja Tidak Terduga               Rp.           468.900.997,59 
d) Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil Rp.      10.819.595.408,00 
2) Belanja Bantuan Keuangan Rp.    499.564.107.700,00    

                                               Rp.    510.383.703.108,00 
Jumlah Belanja Rp. 2.485.618.093.967,13 

Surplus/(Defisit) Rp.   (207.806.535.160,55) 

3. Pembiayaan 
a) Penerimaan Rp.    457.180.623.589,22 
b) Pengeluaran Rp         3.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.   454.180.623.589,22             
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Tahun Berkenaan (SILPA) Rp.    246.374.088.428,67 
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Pasal2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 14-09-2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 14 September 2023 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 67. 

· ngan aslinya

N HUKUM
DAERAH

SO S.H. M.H. 
199303 1 003 


	SALINAN PERBUP 67 TH 2023
	BUPATI PONOROGO
	TENTANG





